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SALINAN

BUPATI GROBOGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI GROBOGAN
NOMOR 25 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GROBOGAN,

bahwa kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan
langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh
dengan mendorong partisipasi masyarakat haruslah
dilaksanakan dengan perencanaan yang terarah demi
sebesar-besar kemakmuran rakyat sebagaimana amanat
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945;

bahwa dalam rangka menjamin keselarasan dan konsistensi
antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan
pengendalian rencana pembangunan daerah dan untuk
menjamin konsistensi antara perencanaan dan
penganggaran untuk pencapaian target kinerja perangkat
daerah, perlu menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah;
bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian
hukum dalam perencanaan kerja perangkat daerah,
diperlukan pengaturan tentang Rencana Kerja Perangkat
Daerah Tahun 2026;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah
Tahun 2026;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 1950 Nomor 42);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6856);



Menetapkan

4.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi
Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6867);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.
2.
3.

(1)

(2)

(1)

(2)

Daerah adalah Kabupaten Grobogan.

Bupati adalah Bupati Grobogan.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan  pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah otonom.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut
Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah
untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II
RENJA PD TAHUN 2026

Pasal 2
Renja PD Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan
Perangkat Daerah yang memuat program, kegiatan, lokasi
dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan
pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat
Daerah, yang disusun dengan berpedoman pada Rencana
Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026.
Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai
jangka waktu pelaksanaan terhitung sejak Januari 2026
sampai dengan Desember 2026.

Pasal 3

Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan
pedoman bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan
kebijakan umum anggaran serta prioritas dan plafon
anggaran sementara dalam penyusunan rancangan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2026.

Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan
acuan dan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam
penyusunan rencana kerja dan anggaran Tahun Anggaran
2026.



Pasal 4

(1) Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun
dengan sistematika sebagai berikut:

bab I berisi pendahuluan;

bab II berisi hasil evaluasi Renja PD tahun lalu;

bab III berisi tujuan dan sasaran Perangkat Daerah;

bab IV berisi rencana kerja dan pendanaan Perangkat

Daerah; dan
e. bab V berisi penutup.

(2) Ketentuan mengenai dokumen Renja PD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

pao o

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Grobogan.
Ditetapkan di Purwodadi
pada tanggal 1 Agustus 2025
BUPATI GROBOGAN,
Cap TTD

SETYO HADI

Diundangkan di Purwodadi

pada tanggal 1 Agustus 2025
SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN GROBOGAN,

Cap TTD

ANANG ARMUNANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2025 NOMOR 25

Salinan sesuai dengan aslinya
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